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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)
pada Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang serta mengidentifikasi faktor yang mendukung dan
menghambat efektivitasnya. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya inventarisasi aset
negara yang tertib, akurat, dan terintegrasi untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan aset sekaligus
mendukung kesiapan operasional organisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pengelola BMN, staf administrasi
logistik, dan personel terkait; observasi proses inventarisasi; serta studi dokumentasi administrasi aset.
Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber
dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi BMN telah dilaksanakan melalui
pencatatan administrasi berbasis aplikasi dan mendukung ketertiban data aset. Kompetensi pengelola
serta pengawasan internal menjadi faktor utama pendukung, sedangkan integrasi sistem informasi
dan penguatan kapasitas digital masih menjadi kendala. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan
interoperabilitas sistem dan peningkatan kompetensi aparatur diperlukan untuk meningkatkan akurasi
data, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan BMN.

Kata Kunci: Inventarisasi Barang Milik Negara; Manajemen Aset Publik; Sistem Informasi; Pengawasan
Internal; TNI Angkatan Laut

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian penting dalam tata kelola keuangan
negara yang bertujuan menjamin akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pemanfaatan aset negara.
Barang Milik Negara memiliki nilai strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, termasuk
dalam sektor pertahanan negara. Dalam organisasi militer, pengelolaan BMN tidak hanya berkaitan dengan
aspek administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan operasional dan efektivitas pelaksanaan tugas
pertahanan. Oleh karena itu, inventarisasi BMN menjadi proses penting dalam memastikan ketertiban
administrasi, pengamanan aset, serta optimalisasi pemanfaatan barang negara (Kementerian Keuangan RI,
2021).
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Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang sebagai salah satu satuan kerja TNI Angkatan Laut
memiliki berbagai jenis BMN yang mendukung operasional pertahanan, logistik, serta pelayanan
administrasi organisasi. Kompleksitas jenis dan jumlah BMN menuntut sistem inventarisasi yang tertib,
akurat, dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan aset negara berbasis teknologi informasi. Namun, dalam
praktiknya, pengelolaan inventaris BMN masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan
sumber daya manusia, perbedaan pemahaman administrasi aset, serta keterbatasan integrasi sistem
informasi (Sari & Nugroho, 2022).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pengelolaan BMN pada instansi pemerintah, kajian
yang secara khusus menyoroti inventarisasi BMN dalam organisasi militer tingkat pangkalan masih relatif
terbatas. Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang memiliki karakteristik pengelolaan aset yang kompleks
karena menggabungkan fungsi operasional pertahanan dan administrasi organisasi. Kondisi tersebut
memerlukan sistem inventarisasi BMN yang efektif untuk mendukung kesiapan operasional organisasi.

Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan inventarisasi Barang Milik
Negara di Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya,
serta efektivitas sistem inventarisasi dalam mendukung pengelolaan aset negara. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pelaksanaan inventarisasi BMN, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan inven-
tarisasi, serta mengevaluasi efektivitas pengelolaan aset negara di lingkungan Pangkalan TNI Angkatan
Laut Palembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan manajemen
aset sektor pertahanan serta menjadi dasar rekomendasi peningkatan sistem pengelolaan BMN.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis
pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara di Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang. Pendekatan
ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses inventarisasi aset, mekanisme administrasi, serta
kendala dalam pengelolaan BMN. Subjek penelitian meliputi pejabat pengelola BMN, staf administrasi
logistik, serta personel yang terlibat dalam pengelolaan aset. Instrumen penelitian meliputi pedoman
wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi laporan inventaris aset. Variabel penelitian mencakup
sistem inventarisasi, kompetensi pengelola aset, pengawasan administrasi, serta efektivitas pengelolaan
BMN.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling (Creswell & Creswell,
2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi proses inventarisasi
aset, serta studi dokumentasi administrasi BMN. Validitas data diuji menggunakan triangulasi metode
(Sugiyono, 2020). Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña
(2014) melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui
triangulasi sumber dan member check (Lincoln Guba, 1985). Metode ini digunakan untuk mendukung
tujuan penelitian dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan inventarisasi BMN.

3. TINJAUAN LITERATUR

Inventarisasi BMN merupakan kegiatan pencatatan, pendataan, dan pelaporan barang milik negara
secara sistematis dan berkelanjutan. Inventarisasi yang efektif dapat meningkatkan akurasi data aset
negara, mencegah penyalahgunaan barang, serta mendukung perencanaan kebutuhan organisasi. Dalam
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perspektif manajemen aset publik, inventarisasi aset menjadi salah satu tahapan penting dalam siklus
pengelolaan aset yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan
barang negara (Bastian, 2020).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan inventaris aset negara masih menghadapi
berbagai permasalahan administratif dan teknis. Penelitian oleh Hidayat dan Pratama (2021) menunjukkan
bahwa ketidaksesuaian data inventaris sering terjadi akibat lemahnya koordinasi administrasi dan kurang
optimalnya sistem pelaporan aset. Penelitian lain oleh Wibowo et al. (2023) menemukan bahwa
digitalisasi pengelolaan BMN mampu meningkatkan transparansi dan akurasi data aset negara, namun
implementasinya masih menghadapi kendala kompetensi aparatur. Selain itu, penelitian oleh Rahman dan
Putri (2022) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan aset negara sangat dipengaruhi oleh komitmen
organisasi dan sistem pengawasan internal.

Kerangka konseptual penelitian disusun untuk mengarahkan analisis terhadap hubungan antarunsur
utama yang telah diuraikan dalam penelitian. Secara konseptual, kerangka penelitian dirumuskan sebagai
berikut: Sistem Inventarisasi BMN → Kompetensi Pengelola dan Pengawasan → Akurasi Data serta
Dukungan Operasional

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di
Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang dilaksanakan melalui sistem pencatatan administrasi berbasis
aplikasi pengelolaan aset negara. Berdasarkan Tabel 1, pencatatan administrasi menunjukkan tingkat
optimal sebesar 70 %, sedangkan integrasi sistem informasi berada pada kategori optimal sebesar 55 %.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan inventaris BMN telah menerapkan sistem digital dalam
mendukung ketertiban administrasi aset negara.

Penggunaan sistem informasi dalam inventarisasi BMN terbukti meningkatkan akurasi data aset
dan mempermudah proses pelaporan serta pemantauan penggunaan barang negara. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian Wibowo et al. (2023) yang menyatakan bahwa digitalisasi pengelolaan aset
publik mampu meningkatkan transparansi, akurasi data, serta efisiensi administrasi aset negara. Selain itu,
penelitian OECD (2020) menegaskan bahwa sistem informasi aset yang terintegrasi merupakan elemen
penting dalam tata kelola aset negara yang akuntabel. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam integrasi
sistem informasi antarunit kerja yang berpotensi menghambat optimalisasi pengelolaan inventaris BMN
secara menyeluruh

Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan inven-
tarisasi BMN. Berdasarkan Tabel 2, pemahaman administrasi BMN berada pada kategori tinggi sebesar
65 %, sedangkan penguasaan sistem digital berada pada kategori tinggi sebesar 58 %. Temuan tersebut
menunjukkan bahwa pengelola BMN telah memiliki kemampuan administrasi yang cukup baik, meskipun
masih memerlukan peningkatan kompetensi dalam penguasaan teknologi informasi. Hasil penelitian
ini sejalan dengan penelitian Rahman dan Putri (2022) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya
manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap ketertiban administrasi aset negara. Penelitian World
Bank (2021) juga menegaskan bahwa kompetensi aparatur dalam pengelolaan aset publik merupakan
faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas tata kelola aset negara. Dalam konteks organisasi militer,
kompetensi pengelola BMN tidak hanya berkaitan dengan kemampuan administratif, tetapi juga ketelitian
dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan pemanfaatan aset negara. Oleh karena itu, peningkatan
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pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi aparatur menjadi strategi penting dalam mendukung
optimalisasi pengelolaan BMN.

Pengawasan dan pengendalian BMN dilaksanakan melalui audit administrasi aset serta monitoring
pemanfaatan barang negara. Berdasarkan Tabel 3, audit administrasi menunjukkan tingkat efektivitas
sebesar 68Pengawasan internal berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan aset negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayat dan Pratama (2021)
yang menyatakan bahwa audit administrasi aset mampu mencegah penyalahgunaan barang negara dan
meningkatkan ketertiban administrasi aset. Selain itu, penelitian IFAC (2021) menegaskan bahwa
pengawasan internal merupakan bagian integral dari sistem pengendalian aset publik yang bertujuan
memastikan pemanfaatan aset negara secara efektif dan efisien. Namun, pengawasan pemanfaatan barang
masih memerlukan penguatan sistem monitoring berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas
pengendalian aset negara.

Inventarisasi BMN memiliki kontribusi penting dalam mendukung perencanaan kebutuhan logistik
organisasi militer. Berdasarkan Tabel 4, akurasi data aset menunjukkan kategori sangat efektif sebesar
62 %, sedangkan dukungan terhadap operasional organisasi berada pada kategori sangat efektif sebesar
66 %. Temuan ini menunjukkan bahwa inventarisasi BMN telah berperan dalam mendukung kesiapan
operasional organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setyawan (2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan
inventaris aset negara yang tertib mampu meningkatkan efektivitas perencanaan logistik organisasi.
Penelitian UNDP (2022) juga menegaskan bahwa sistem inventarisasi aset yang akurat menjadi dasar
dalam pengambilan keputusan organisasi dan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya negara.
Dalam organisasi militer, inventarisasi BMN yang tertib berperan dalam menjamin kesiapan operasional
dan mendukung pelaksanaan tugas pertahanan negara.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem inventarisasi BMN di Pangkalan
TNI Angkatan Laut Palembang telah berjalan cukup baik melalui penggunaan sistem administrasi berbasis
digital. Kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan internal organisasi menjadi faktor utama
yang mendukung keberhasilan pelaksanaan inventarisasi BMN. Namun, keterbatasan integrasi sistem
informasi dan kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur masih menjadi tantangan dalam pengelolaan aset
negara. Inventarisasi BMN yang tertib terbukti mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas
pengelolaan aset negara dalam mendukung kesiapan operasional organisasi militer.

5. KESIMPULAN

Inventarisasi Barang Milik Negara di Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang telah dilaksanakan
secara sistematis dan mendukung pengelolaan aset negara secara akuntabel. Efektivitas inventarisasi
dipengaruhi oleh sistem administrasi berbasis teknologi, kompetensi pengelola aset, serta pengawasan
internal organisasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan integrasi sistem informasi menjadi
faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan BMN.
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